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ABSTRAK 

 

               Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Tentara Nasional 

Indonesia mengakibatkan perubahan penting dalam tata kelola peran dan fungsi 

TNI dalam kerangka ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan 

diskusi tentang implikasi hukum yang mungkin timbul, terutama terkait potensi 

penguatan kembali konsep dwifungsi TNI, khususnya berkenaan dengan 

keterlibatan TNI dalam sektor sipil dan non-pertahanan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dampak hukum dari struktur Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2025 terhadap dwifungsi TNI di Indonesia dengan sudut pandang Fiqh 

Siyāsah Dustūriyyah, yang menekankan asas ketatanegaraan Islam, pengendalian 

kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dan masyarakat sesuai konstitusi.  

                Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

meneliti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian yang 

diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk meneliti struktur, substansi, 

dan sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 serta relevansinya dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan 

pendekatan konseptual bertujuan untuk menelaah konsep dwifungsi TNI, 

supremasi sipil, dan prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah Dustūriyyah seperti pembatasan 

kewenangan, amanah kekuasaan, keadilan, dan kepentingan umum.  

                Data dianalisis dengan metode deskriptif, yang menjelaskan secara 

sistematis norma hukum yang relevan dan konsep-konsep ketatanegaraan Islam, 

lalu menganalisis efek hukum terhadap praktik demokrasi dan tata kelola negara. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2025 dapat membuka kemungkinan bagi TNI untuk 

berperan ganda di luar fungsi pertahanan, yang bisa menimbulkan konflik dengan 

prinsip supremasi sipil serta demokrasi konstitusional. Dalam kerangka Fiqh 

Siyāsah Dustūriyyah, situasi ini dapat bertentangan dengan prinsip pembatasan 

kekuasaan dan pemisahan fungsi lembaga negara jika tidak diatur dengan jelas dan 

terarah.  

                Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan dalam norma 

hukum seputar batasan peran TNI di area sipil dan peningkatan mekanisme 

pengawasan dari segi konstitusi dan legislatif. Selain itu, prinsip Fiqh Siyāsah 

Dustūriyyah sebaiknya dijadikan dasar etis dan normatif dalam merumuskan 

kebijakan agar fungsi TNI dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, 

konstitusionalisme, dan kepentingan umum.  
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